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Dalam kerangka melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2021 sebagai bentuk dari program PVP (Power of Voice Partnership: Fair4All), kerjasama mitra local ASPPUK, KPA, TII dengan OXFAM Indonesia dalam rangka mewujudkan rantai nilai yang adil, inklusif dan berkelanjutan di tiga wilayah penelitian, yakni; di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada wilayah Takalar, sebelumnya di teliti dua desa yakni Desa Kanaeng dan Desa Popo untuk mengidentifikasi potensi wilayah bagi pengembangan pemberdayaan desa dan ditemukan Desa Popo dengan potensi lobster air tawar. Pada penelitian ini ditambahkan satu desa yakni Desa Ujung Baji dengan potensi  penghasil rumput laut. 
Dari hasil identifikasi ditemukan di desa telah terbentuk kelompok-kelompok pemuda dan perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan advokasi dan pelatihan-pelatihan baik yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerinah desa maupun oleh Lembaga komunitas (dalam hal ini jaringan Asppuk). Diketahui kelompok-kelompok tersebut telah melakukan praktik pengembangan usaha kecil berupa; kerupuk ikan, abon, ikan kering dan lain-lain namun tidak ada keberlanjutanya hingga sekarang. Kendala-kendala seperti; musim ikan yang belum datang, ikan yang sedang mahal, tidak ada modal, peralatan yang tidak tersedia serta problem pemasaran menjadikan usaha tersebut terhenti.
Hasil temuan memperlihatkan pengembangan budidaya lobster air tawar di Desa Popo yang sedianya menjadi usaha unggulan desa, ternyata juga mengalami kendala. Diketahui lobster tersebut adalah hasil bantuan Dinas Perikanan kepada kelompok pemuda Asimaturu untuk dikembangkan menjadi usaha budidaya lobster air tawar. Permodalan dan bantuan akan diberikan jika suntikan awal tersebut mengalami kemajuan. Pada kenyataanya, lobster yang tersedia sudah tinggal beberapa ekor saja dan hanya dalam satu baskom kecil. Sehingga, kemungkinan menjadi potensi unggulan masih memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, penelitian dikembangkan ke desa lain yang memproduksi rumput laut, yakni Desa Ujung Baji.
Di Desa Ujung Baji ditemukan best practice pada keberlanjutan produk unggulan rumput laut yang mampu memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan warga desanya. Di desa tersebut terdapat Lembaga koperasi yang bergerak disimpan pinjam dan produksi rumput laut untuk menjadi pasokan koperasi besar Kospermindo di Kota. Dimana Kosperminda menyalurkan pemasokan rumput laut ke perusahaan-perusahan lain termasuk eksportir. Keberadaan koperasi tersebut mampu memberdayakan petani untuk menjaga kelestarian rumput laut dan menjaga ekosistem rantai pasok terus berlanjut. 
Di Desa Kanaeng, teridentifikasi potensi telur ikan terbang sebagai komodit eksport yang tidak terintervensi pemerintah daerah. Perputaran uang di sector ini sangat besar sehingga seharusnya dapat menjadi peluang potensi unggulan yang dapat memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Kenyataanya, terdapat ketimpangan rantai pasar yang menyebabkan hasil komoditi tersebut hanya dinikmati oleh para papalele saja. 
Secara umum hubungan masyarakat dengan pemerintah desa/daerah cukup kuat, terutama terhadap kelompok-kelompok pemuda dan perempuan dalam keterlibatannya di berbagai program. Hubungan nelayan dengan juragan adalah adalah relasi antara patron-klien yang tidak terpisahkan dan sangat saling bergantung. Meskipun relasi tersebut tidak berimbang dari aspek pembagian upah. Sementara relasi dengan pihak usaha swasta pada dasarnya belum terbangun, oleh karena zonasi desa yang peruntukannya bukan untuk industry. Di luar itu, relasi dengan pihak usaha swasta dalam bentuk CSR dari perusahaan di luar desa sudah cukup banyak dan cukup membantu memberikan perspektif baru bagi desa. 
Dalam assessment ini ditemukan bila kekosongan peran usaha swasta telah digantikan oleh aktivitas papalele/juragan yang berperan ganda sebagai pemasok sekaligus distributor ke pihak-pihak luar desa. Menariknya, di Desa Ujung Baji, figur usaha swasta di isi oleh Kospermindo yang merupakan Lembaga koperasi yang bergerak dalam industry rumput laut sebagai pemasok untuk kebutuhan retail dan eksport di luar Makassar. 
Ketidak hadiran peran swasta di desa berdampak pada pengembangan dan pembangunan desa. Homogenitas desa dan keterbatasan aksesnya terhadap dunia swasta menyebabkan kerentanan desa akan berlangsung lama.
Kendala lain yang ditemukan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi inklusif di desa adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehubungan imbas dampak Covid-19 dan adanya pembangunan rumah sakit daerah yang bermasalah sehingga anggaran difokuskan kesana. Kondisi ini berdampak juga pada APBdesa sehingga, selama dua tahun terakhir nyaris tidak ada program dan kegiatan apapun untuk desa. Belum lagi, adanya pemekaran desa baru dan pemilihan kepala desa baru yang menunda teralokasinya anggaran dan program-program desa tersebut.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bila pemberdayaan ekonomi di pedesaan ini masih butuh banyak perhatian dan bantuan, terutama dalam upaya keberlanjutan pengembangan usaha kecil mereka. Pemberdayaan perlu di dorong dengan penguatan dan peran aktif perempuan, sembari dibukakan jejaring dengan pihak-pihak lain, terutama swasta agar dapat membuka peluang jejaring usaha kecil desa dan memperluas pemasaran hasil produk mereka.
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[bookmark: _Toc142155215]PENDAHULUAN

a. [bookmark: _Toc142155216]Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan terluas dibandingkan dengan daratannya. Luas wilayah perairan Indonesia menjadi potensi besar untuk dimanfaatkan dalam Pembangunan Nasional. Sumber daya kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam menyediakan pasokan utama protein hewani bagi pertumbuhan penduduk Indonesia.
Salah satu wilayah perairan Indonesia yang kaya dengan varietas ikan adalah Sulawesi Selatan. Wilayah ini merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, Indonesia. Dikelilingi oleh Samudra Hindia di sebelah barat dan Teluk Bone di sebelah timur, perairan Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi salah satu penghasil sumber daya perikanan dan rumput laut terbesar di Indonesia.
Perairan Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 2.500 km dengan luas wilayah penangkapan mencapai 12 mil laut, serta perairan umum yang mencakup area sekitar 144.425 Ha. Potensi luas wilayah ini memberikan kesempatan yang luas bagi kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Sebagai daerah pesisir yang kaya akan potensi perikanan dan budidaya rumput laut, sektor ini menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Produk rumput laut dan perikanan seperti ikan, udang, dan telur ikan terbang menjadi komoditas ekspor utama yang memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian daerah dan nasional.
	Namun, dalam peranannya yang strategis, sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterlibatan perempuan yang belum optimal. Peran perempuan dalam sektor ini seringkali terabaikan, meskipun sebenarnya mereka juga berperan penting dalam rantai nilai perikanan dan budidaya rumput laut. Aktivitas seperti pengolahan ikan, pemrosesan rumput laut, dan kegiatan perdagangan ikan seringkali didominasi oleh perempuan, namun kontribusi mereka belum sepenuhnya diakui dan dihargai.
Selain itu, perempuan juga sering kali menghadapi tantangan akses terhadap sumber daya, informasi, dan peluang ekonomi serta belum terlibat secara optimal dalam rantai pasar dan rantai pasok dalam sektor perikanan dan rumput laut. Keterbatasan akses ke kredit dan modal usaha, serta peran tradisional yang diharapkan dalam tugas rumah tangga, menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi dan pemberdayaan perempuan di sektor ini.  khususnya dalam hak-hak ekonomi mereka.
Penelitian kali ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2021 sebagai bentuk dari program PVP (Power of Voice Partnership: Fair4All), kerjasama mitra local ASPPUK, KPA, TII dengan OXFAM Indonesia dalam rangka mewujudkan rantai nilai yang adil, inklusif dan berkelanjutan di tiga wilayah penelitian, yakni; di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada wilayah Takalar, sebelumnya di teliti dua desa yakni Desa Kanaeng dan Desa Popo. Pada penelitian ini ditambahkan satu desa yakni Desa Ujung Baji sebagai penghasil rumput laut. 

b. [bookmark: _Toc142155217]Tujuan penelitian
Penelitian kali ini bermaksud melakukan assessment tentang pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perepuan dan anak muda dalam rantai pasar dan rantai pasok produk unggulan di desa penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan informasi dan pengamalan “best practice” baik dari pemerintah, komunitas local maupun dari multistakholder terkait dengan pemberdayaan ekonomi tersebut. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk;
1. Mengidentifikasi, mengumpulkan data dan evidence sertamenganalisa program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan kelompok pemuda yang ada di pemerintah desa, pemerintah kabupaten, private sector maupun di tingkat komunitas lokasi proyek
2. Menganalisis implementasi, permasalahan, hambatan dan tantangan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Kelompok Pemuda di tingkat komunitas dampingan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan Private sector
3. Menganalisa inklusivitas program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang ada di lokasi proyek, baik dari segi aturan, praktek/implementasi maupun keterlibatan kelompok-kelompok rentan (orang dengan kedisabilitasan, perempuan kepala keluarga, rumahtangga  termiskin, anak-anak) 
4. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan perubahan, dampak dan praktek terbaik dari implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang dijalankan proyek, termasuk penerapan model bisnis inklusi dan berkelanjutan yang dilakukan di tingkat komunitas, pemerintah desa/kabupaten dan private sector
5. Mengidentifikasi program pemerintah desa dan kabupaten serta private sector yang memiliki minat untuk berkolaborasi dengan perempuan dan anak muda dalam  engembagkan usaha di area kelapa sawit dan perikanan 
6. Mengembangkan strategi engagement multi-stakeholder di regional dan nasional untuk mewujudkan dan menguatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok pemuda di rantai pasar dan rantai


[bookmark: _Toc142155218]METODOLOGI

[bookmark: _Toc142155219]Metode Penelitian
Rancangan penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Menurut moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;
1. Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa key informan yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Pada wawancara mendalam key informan dipilih secara purposive terdiri dari unsur:
a) Pemerintahan, 
b) Kepala Desa, 
c) Tokoh Masyarakat
d) Pihak swasta, 
e) Pengepul/juragan, 
f) Kelompok Perempuan,
g) Kelompok Pemuda. 
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka dan dokumentasi baik secara offline maupun online. Adapun Teknik pengambilan sumber data dilakukan dengan Teknik Snowball Sampling, yakni teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219).

2. Studi Kasus: Studi kasus dilakukan untuk menggambarkan pengalaman dan cerita hidup warga khususnya kelompok pemuda dan perempuan yang telah berhasil dalam sektor perikanan dan rumput laut.

3. Analisis Data: Dalam penelitian ini data di analisis secara deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau mengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Hasil wawancara berupa rekaman audio ditranskrip kemudian diklasifikasi dan di koding berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian untuk selanjutnya dianalisis dan dicari hubungannya dengan tema lainnya yang berbeda.

[bookmark: _Toc142155220]Lokasi dan Waktu Penelitian: 
Penelitian ini dilakukan di 3 Desa pesisir yang berada di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga desa tersebut adalah:
a) Desa Kanaeng
b) Desa Popo
c) Desa Ujung Baji
Adapun lama penelitian adalah 7 hari (21-27 Juli 2023)	
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[bookmark: _Toc142155222]3.1. Gambaran umum Kabupaten Takalar
Desa dalam penelitian ini berada di Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah penyanggah Kota Makassar yang juga sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5o30’ – 5o38’ Lintang Selatan dan 119o22’-119o39’ Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 566,51 km2 dengan Panjang garis Pantai 74KM. Jarak antara ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km melalui Kabupaten Gowa. Tipologi wilayah Takalar Sebagian besar adalah pesisir. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sementara itu, di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Kabupaten Takalar terdiri dari 100 desa/kelurahan yang terletak di 9 kecamatan yang terdiri dari: (1) Kecamatan Manggarabombang, (2) Kecamatan Mappakasunggu, (3) Kecamatan Polombangkeng Selatan, (4) Kecamatan Polombangkeng Utara, (5) Kecamatan Galesong Selatan, (6) Kecamatan Galesong Utara, (7) Kecamatan Pattalassang, (8) Kecamatan Galesong dan (9) Kecamatan Sanrobone. Wilayah Takalar terkenal dengan potensi perikanan dan rumput lautnya. Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, rumput laut merupakan komoditi unggulan daerah Takalar. Produksi rumput laut ini menyumbang 30% terhadap produksi nasional. 



3.2. [bookmark: _Toc142155223]Profil Desa Kanaeng, Desa Popo dan Desa Ujung Baji

A. Desa Kanaeng.
Desa Kanaeng merupakan hasil pemekaran dari Desa Induk Bontokanang dan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Desa ini merupakan daerah dataran rendah yang apabila dilihat dari luas wilayah, Desa Kanaeng memiliki Luas 1,7 KM, yang terdiri dari daerah pemukiman dari pesisi pantai yang terbagi menjadi empat Dusun. Desa ini juga baru mengalami pemilihan kepala desa baru 3 bulan setelah pemekaran. Kepala desa yang baru menjabat 7 bulan ini Bernama Bapak Djamalludin, seorang golongan muda yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa. Desa Kanaeng terdiri dari 4 dusun yakni; Dusun Kanaeng, Rita, Saro dan Saguru. 
Desa Kanaeng yang berada didataran rendah seringkali mendapat bencana oleh karena angin kencang dan hujan yang menyebabkan abrasi pantai. Bencana tersebut sudah menjadi langganan desa namun belum juga ada upaya dari kepala desa maupun pemerintah untuk mengatasinya.
Kehidupan ekonomi masyarakat desa ini masih tergolong rendah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan mencapai 78,4%. Sementara golongan usia non produktif (lansia) cukup tinggi yakni lebih dari 144 orang. 
B. Desa Popo.
Desa Popo adalah desa yang memiliki keluasan daratan lebih banyak dari lautnya. Desa ini terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Jarak dari ibu kota kecamatan kurang lebih 2 Km dan jarak ibu kota kabupaten kurang lebih 17 Km. Luas wilayah Desa Popo kurang lebih 218,77 km2 (2.1 km2). Sebanyak 70% penduduk Desa Popo adalah Petani dan 30% adalah Nelayan. Kehidupan ekonomi masyarakat desa ini tergolong rendah dengan tingkat kemiskinan mencapai 533 jiwa. Keragaman pekerjaan warga desa yang di dominasi oleh kelompok nelayan (39,8%) dan kelompok petani (20,9%). 
Secara geografis, des aini dikeliling oleh areal persawahan dan lautan sekaligus dengan ketinggian 0-10meter diatas permukaan laut.  Curah hujan yang tidak menentu, menyerbabkan desa mengalami kesulitan air bersih.
Dari aspek Pendidikan, masih sedikit warganya yang mencapai tingkat Pendidikan perguruan tinggi (1,7%) dan tingkat putus sekolah atau tidak sekolah cukup tinggi, yakni mencapai 12,8%. Adapun kelembagaan yang ada di desa ini meliputi; (1) Badan Permusyawaran Desa (BPD), (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), (3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (4) Karang Taruna, (5) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), (6)Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (7) Kelompok pemuda dan perempuan, (8) Bumdes Kare Marewa, dan (9) Perpustakaan Desa.
C. Desa Ujung Baji
Desa Ujung Baji adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini terletak di bagian Utara Desa Sanrabone dan memiliki potensi alam berupa rumput laut. Luas wilayah Desa Ujung Baji mencapai 331 hektar, dan jumlah penduduknya mencapai 2024 jiwa (data desa, 2021). Mayoritas penduduk Desa Ujung Baji berprofesi sebagai petani rumput laut.
Desa Ujung Baji memiliki akses yang relatif mudah dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, karena terhubung dengan jalan utama yang memudahkan mobilitas masyarakat. Saat ini pemerintahan Desa Ujung Baji di pimpin oleh Kepala Desa Dewagong Daen Tawang yang sudah menjabat selama 3 kali periode.
Di sisi geografis,  Desa Ujung Baji beriklim tropis dengan ketinggian mencapai 2 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikelilingi oleh keindahan alam, seperti pantai yang menawarkan panorama laut yang menakjubkan. Potensi alam ini menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam.
Dalam bidang pendidikan, Desa Ujung Baji memiliki beberapa fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Pendidikan merupakan salah satu fokus penting bagi pemerintah desa dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di desa ini. Selain itu, tingkat Pendidikan di des aini cukup baik dengan 4,6% diantaranya telah mencapai sarjana hamper tidak ada yang putus sekolah. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat setempat juga aktif dalam program-program pembangunan dan pengembangan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, irigasi pertanian, dan penyediaan air bersih, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Ujung Baji.
Dalam hal keagamaan, Desa Ujung Baji memiliki beberapa tempat ibadah, seperti masjid dan musholla, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi warga yang beragama Islam.  Di samping itu, budaya dan tradisi lokal juga tetap dijaga dan dilestarikan di Desa Ujung Baji. Berbagai acara adat dan kegiatan budaya sering diadakan untuk mempertahankan warisan budaya leluhur.
Dalam hal ekonomi, Desa Ujung Baji merupakan penghasil terbesar rumput laut. Dimana 92% penduduknya menjadikan rumput laut sebagai mata pencaharian mereka. Meski demikian, tingkat kemiskinan di des aini juga masih tinggi yakni sebanyak 202 KK.




Table 1 Nama dan Jumlah Dusun di Tiga desa
	Nama Dusun Desa Kanaeng
	Nama Dusun Desa Popo
	Nama Dusun Desa Ujung Baji

	
	
	

	KANAENG
	POPO
	UJUNG LAU

	RITA
	BONTOA
	UJUG BAJI

	SARO
	TERANG-TERANG
	GALUMBAYA

	SAGURU
	KANITE 
	MAKKIO BAJI

	
	KUNJUNG MANGE
	MACCINI BAJI



Table 2 Jumlah Penduduk di Tiga desa
	JUMLAH PENDUDUK
Desa Kanaeng
Data tahun 2020
	JUMLAH PENDUDUK
Desa Popo
Data tahun 2020
	JUMLAH PENDUDUK
Desa Ujung Baji
Data tahun 2021

	Laki-laki
	Perempuan
	Laki-laki
	Perempuan
	Laki-laki
	Perempuan

	1098
	1137
	1215
	1249
	982
	1042

	
	
	Total= 2024



Table 3 Matapencaharian Penduduk di Tiga desa
	JENIS PEKERJAAN
	DESA KANAENG
	DESA POPO
	DESA UJUNG BAJI

	Petani
	35
	123
	23

	Nelayan
	407
	235
	554

	ASN/Polri/TNI
	4
	0
	19

	Buruh lepas
	23
	36
	7

	Pensiunan
	25
	23
	0

	Peg Swasta
	0
	27
	23

	Pedagang/pengusaha
	0
	14
	201

	Lain-lain
	25
	17
	14








[bookmark: _Toc142155224]INOVASI, KREATIVITAS DAN PRODUK UNGGULAN

Adanya program pemberdayaan yang digulirkan ke desa-desa umumnya melahirkan produk-produk baru di desa. Untuk desa pesisir, produk baru lahir sebagai inovasi dari turunan produk yang berasal dari sumber daya alamnya, seperti rumput laut menghasilkan produk kerupuk rumput laut, dodol maupun kosmetik. Produk yang berasal dari sumber daya alam di ketiga desa ini berbeda-beda. Di Desa Ujung Baji produk unggulan desanya adalah rumput laut. Di Desa Kanaeng produk unggulan desanya adalah ikan tangkap dan telur ikan terbang, sedangkan di Desa Popo, produk unggulan desanya adalah ikan tangkap, terutama ikan terbang dan hasil pertanian padi. 
[bookmark: _Toc142155225]4.1. Desa Kanaeng: 
Di desa Kanaeng potensi unggulan desa yang paling terlihat adalah perikanan tangkap dan telur ikan terbang. Untuk telur ikan terbang diperoleh dari perairan jernih yang berada disepanjang laut Galesong dan ikan bermigrasi setiap tahunya menuju perairan aru dan Papua. Dalam perjalanan migrasi tersebut ikan akan bertelur disepanjang bulan Mei hingga bulan November dan disaat itulah perburuan telur ikan dilakukan[footnoteRef:1]. Para nelayan pemburu ikan ini dikenal dengan sebutan “PATORANI”. Telur ikan ini menjadi potensi unggulan oleh karena harga jualnya yang cukup tinggi, yakni sekitar 800 ribu-I juta perkilo. Berdasarkan data dari Dirjen Perikanan Tangkap tahun 2022 disebutkan jika produksi telur ikan terbang 35% terbesar kedua setelah ikan layur sebesar 53% dengan total nilai produksi sebesar Rp2.250.182.175. [1:  Menurut hasil penelitian Fitrianti dkk (2014) menyebutkan bahwa perubahan alat tangkap Pakajja ke alat tangkap bale-bale telah menyebabkan menurunnya produksi ikan terbang, sedangkan telur ikan terbang justru meningkat. Seiring dengan banyaknya permintaan pasar yang tidak dapat dipenuhi nelayan, menyebabkan nelayan berpindah lokasi fisihing ground ke perairan laut seram. Selain itu, penelitian ini juga menganggap bila praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dilakukan nelayan malah membuat menipisnya stok ikan di alam. Hal ini berdampak pada terganggunya system ekonomi Masyarakat pesisir yakni kerentanan penghidupan. 
] 

	Sekitar 23 tahun lalu, daerah Takalar menjadi sentral telur ikan terbang dengan volume produksi ekspor mencapai 600,870ton pertahun (2010), dan menjadi sector unggulan yang memberi kontribusi 100% di PDRB Tahun 2013 (BPS 2013). Kemudian beranjak mengalami penurunan  hingga sekarang telur ikan sudah jarang ditemukan lagi di perairan Takalar, nelayan sekarang memburunya hingga masuk ke perairan Aru dan Fak-fak di Papua.
[image: ]
[bookmark: _Toc142151516]Gambar 1 Telur Ikan Terbang di Desa Kanaeng (kanan)
	Potensi lain yang ada selain telur ikan terbang di des aini adalah produk olahan turunan hasil perikanan yang dijadikan kerupuk ikan. Olahan ikan ini diproduksi oleh kelompok Perempuan. Sayangnya, produksi tersebut masih tersendat musim ikan, modal dan pemasaran sehingga saat ini sudah tidak berjalan lagi. 

[bookmark: _Toc142155226]4.2. Desa Popo: 
Mata pencaharian Sebagian besar masyarakat pesisir Galesong Takalar adalah nelayan tangkap. Menurut data Pemerintah Provinsi Takalar (2020) produksi perikanan tangkap di Sulawesi mencapai 9,450 ton. Hamper 10 kali lipat mengalami kenaikan dibanding 10 tahun sebelumnya, yakni di tahun 2010 yang mencapai 2.453,1 ton. Ikan tangkap yang dimaksud dalam hal ini adalah semua jenis ikan yang umumnya ditangkap nelayan diperairan laut Takalar Sulawesi seperti; ikan tuna, ikan terbang, kerapu, cakalang, tenggiri, udang, dan lain-lain. Salah satu desa penghasil ikan tangkap di perairan Galesong adalah Desa Popo. Di desa ini potensi kelautan terhadap ikan tangkap dan ikan konsumsi cukup besar, begitu juga dengan hasil pertanian padi. Di sektor perikanan, ikan torani atau ikan terbang lebih banyak ditangkap di desa ini daripada telur ikannya. Penangkapan ikan torani bahkan seringkali over fishing sehingga harganya relative murah yakni bisa mencapai Rp. 5.000 perkilo. Pengepul memaksimalkan kelebihan tangkap ikan ini dengan cara dikeringkan. Selain harga jualnya lebih mahal, daya simpannya juga lebih lama. 
	Potensi lain adalah hasil pertanian palawija dan padi. Desa ini memiliki keunggulan dibanding dua desa lainnya, yakni keluasan tanah daratan lebih besar 70% daripada lautnya. Hasil pertanian padi dapat dirasakan setiap 2-3 kali pertahun. Masyarakat desa yang kebanyakan juga merangkap sebagai nelayan umumnya tidak begitu mengharapkan banyak penghasilan dari padi ini oleh karena masa tanam yang lama sehingga tidak langsung menghasilkan uang. Oleh karenanya produksi padi lebih banyak dikonsumsi sendiri dan dijual ke Masyarakat sekitar. Belum ada dari petani ini yang menjual hasil panennya hingga ke kota Makassar. 
Adapun budidaya lobster air tawar yang sebelumnya (sejak tahun 2021, assessment awal) diinisiasi menjadi produk inovasi Desa Popo, berdasarkan hasil temuan sudah tidak berjalan lagi. Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan (DKP) Kab. Takalar, budidaya lobster air tawar memang sudah dimulai sejak tahun 2021 dengan 3 bak pengembangbiakan lobster berukuran besar. DKP memberikan bantuan inovasi ini dalam bentuk indukan sebagai bentuk persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan yang lebih besar dari pemerintah daerah[footnoteRef:2]. Namun lobster-lobster tersebut sering diusik anak-anak sehingga jumlah lobsternya berkurang. Untuk mengantisipasinya, DKP meminta lobster dipindahkan ke dalam rumah (dalam hal ini rumah warga kelompok pemuda, Ifka). Ketika dilakukan observasi lapangan, terlihat hanya satu baskom kecil saja lobster (gb.2). [2:  Perlu diketahui, salah satu persyaratan diberikanya bantuan oleh Pemkab Takalar adalah setiap usaha yang bukan dari nol, tetapi usaha yang sudah berjalan dan butuh pengembangan. Oleh karenanya, DKP memberikan bantuan awal kepada kelompok pemuda desa ini sambal seiring waktu menunggu pengusulan dan pemberian program berjalan, usaha pembudidayaan lobster tersebut dapat memenuhi persyaratanya.] 

[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc142151517]Gambar 2 lobster air tawar (kiri) dan ikan torani kering (kanan)
Adapun rencana pemerintah daerah memberikan bantuan indukan lobster air tawar pada bulan Agustus 2023 mendatang sebanyak 16 kolam dengan masing-masing kolam sebanyak 2 pasang indukan. Dengan demikian, ada harapan untuk pengembangan budidaya lobster air tawar ini di Desa Popo dan menjadikan komoditas lobster air tawar sebagai potensi baru di des aini. 
Sementara itu, sejauh pengamatan dilapangan, tidak ditemukan adanya intervensi pihak swasta dalam pengembangan budidaya lobster air tawar ini[footnoteRef:3]. Di samping potensi lobster air tawar, Desa Popo juga sudah mengembangkan usaha lain sebagai turunan dari produk kelautan dan pertanian, yakni produk ikan kering, abon ikan, kerupuk amplang ikan dan songko lontar. Produk ikan kering dan kerupuk amplang dikembangkan oleh kelompok Perempuan binaan Asppuk, bahkan produk ikan kering telah mendapatkan ijin PIRT (gb.2). Namun usaha tersebut tidak berkelanjutan oleh karena terkendala berbagai hal, diantaranya kendala modal, pemasaraan dan tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan. Sedangkan kerajinan songko umumnya dilakukan oleh pengrajin perempuan dan keahlian mereka di dapat berasal dari turun temurun.  [3:  CV. Awal Mutiara Jaya dan PT. Rezky Kun Fayakun yang pada assessment awal dikatakan bersedia untuk bekerjasama dengan melibatkan kelompok Perempuan dan pemuda dikonfirmasi pihak DKP maupun kelompok pemuda belum ada keterlibatanya.
] 


[bookmark: _Toc142155227]4.3. Desa Ujung Baji: 
Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut di Indonesia. Menurut laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan (2023), Usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar memiliki jumlah produksi yang cukup sustainable sejak tahun 1990an, dengan inovasi teknologi dan berbagai jenis bibit rumput laut yang diterapkan. Pembudidaya rumput laut di Takalar memiliki inovasi teknologi pembudidayaan serta lingkungan ekosistem pesisir yang cukup mendukung produksi rumput laut secara berkelanjutan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel mencatat produksi rumput laut Sulsel hingga Triwulan III 2022 mencapai 2,86 juta ton dengan nilai mencapai Rp 10,47 triliun. Akan tetapi tidak semua desa pesisir di Galesong memiliki sumber daya rumput laut, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi perairan lautnya. Beberapa desa penghasil rumput laut di Kabupaten Takalar antara lain adalah Desa Laikang dan Desa Ujung Baji. Desa Laikang di Kecamatan Mangarbombang bahkan sudah ditetapkan sebagai Kampung Budidaya Rumput Laut sejak tahun 2020. Namun, penelitian ini difokuskan di Desa Ujung Baji. 
Bisa dikatakan hamper semua penduduk di desa ini memiliki lahan pertanian rumput laut. Dari total 554 jumlah nelayan  di Dusun Ujung Baji Tahun 2021, sebanyak 291 orang diantaranya adalah petani rumput laut. Petani tersebut menanam di lahan pesisir yang berupa pantai seluas 1.110.900 ha, dimana lahan itu di patok-patok kemudian dimiliki oleh petani. Adapun luas dan besaran lahan tidak ada pembatasan maupun pelarangan. Secara aturan hukum hal ini memang diperbolehkan[footnoteRef:4], sebatas dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat dan sebatas keluasan tertentu. Selama penggunaan pantai untuk budidaya laut, menurut kepala desa, warga tidak ada yang dipungut pajak atau menjadikan potensi rumput laut tersebut sebagai penambah PADes. [4:  Menurut M. Ilham dalam kajiannya mengenai Penguasaan Tanah dan Wilayah Pesisir di Indonesia (2015), Undang-Undang Pesisir,pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yakni hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan  dasar laut pada batas keluasan tertentu.HP3 yang dimaksud meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
] 

 Di desa ini ketergantungan hidup terhadap rumput laut sangat tinggi. Ada beberapa jenis rumput laut yang kebanyakan di produksi di desa, yakni yang berjenis Eucheuma Cottonii, Garcillia dan Spinosum. Jenis Cottonii adalah yang sedang trend dan mahal saat in.  ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap rumput laut oleh karena masa tanam rumput yang cepat, sehingga cepat dapat dipanen dan dijual menghasilkan uang. Selain itu, salah satu yang menjadi keunggulan rumput laut ini adalah masa panen yang pendek, yakni sekitar 40-45 hari sehingga sepanjang musim dapat diproduksi. Dalam satu kali panen bisa mencapai lebih dari 300ton, dengan harga jual rumput laut dikisaran 17-40 ribu rupiah perkilo. Jika dikalikan dengan 2 kali masa panen saja sudah terjadi perputaran uang Milyaran rupiah di desa tersebut. Lebih jauh dari itu, perawatan rumput laut sangat murah, tidak perlu pupuk seperti tanaman lainnya, cukup dibersihkan dan digoyang-goyangkan sesekali agar tidak ada sampah tersangkut. Rumput laut akan selalu ada selama dibudidayakan, karenanya ia memiliki daya keberlanjutan sangat tinggi.
Umumnya, seorang petani rumput laut memiliki paling sedikit 50-80 bentangan dilahannya. Jumlah tersebut dapat menghasilkan panen sekitar 200-300kilogram rumput laut dalam satu kali siklus. Jika harga perkilonya sebesar Rp. 40.000 dikali 300kilo panen maka setiap petani dapat menghasilkan pendapatan sebesar 12 juta rupiah dalam satu siklus. Apabila dalam satu tahun (365 hari) dibagi 45 hari masa siklus berarti setiap petani dapat memanen 8 kali dalam satu tahun. Dengan demikian, penghasilan 12 juta rupiah bila dikalikan 8 kali panen sama dengan 96 juta rupiah. Artinya, dalam satu bulan penghasilan petani itu bisa mencapai 8 juta rupiah. Pendapatan ini tentu sangat tinggi dan melebihi gaji UMR diperkotaan. Oleh karenanya rata-rata penduduk desa ini sudah bisa dikategorikan sudah sejahtera.
Bertani rumput laut itu sendiri tidak sulit. Bahan bakunya pun sangat mudah diperoleh. Dari sehelai rumput laut yang dipanen kemudian dipotong 4 sampai 5 bagian  untuk dijadikan bibit. Bibit tersebut kemudian ditanam Kembali menggunakan tali sepanjang 25 meter. Dalam satu baris bentangan (longline) biasaya digunakan 50gram bibit dengan jarak tanam 20-30 cm dan jarak dari antar bentang 50cm. Adapun jenis rumput laut yang ditanam di desa ini umumnya adalah Eucheuma Cottonii. Rumput laut jenis Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut penghasil karaginan. Karaginan sangat penting peranannya sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk gel, pengemulsi, koloid pelindung, penggumpal dan pencegah kristalisasi.
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[bookmark: _Toc142151518]Gambar 3 Ikatan tali ris rumput laut dan bentangan pertanian rumput laut
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[bookmark: _Toc142151519]Gambar 4Rumput laut Eucheuma cottonii (kiri) dan Gracilaria (kanan)
	Selain menjadi bahan baku industry, masyarakat juga melakukan pengolahan rumput laut menjadi berbagai diversivikasi olahan pangan seperti dodol rumput laut, snack stik rumput laut, minuman, kosmetik dan lain sebagainya.













[bookmark: _Toc142155228]RANTAI NILAI DAN RANTAI PASOK KOMODITI DESA

[bookmark: _Toc142155229]5.1. Struktur Rantai Pasok di Tiga Desa
Pada setiap desa memiliki struktur rantai pasok tersendiri sesuai dengan potensi unggulan desa. Di Desa Kanaeng misalnya, struktur rantai pasok pada sumber telur ikan terbang adalah sebagai berikut;
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[bookmark: _Toc142151520]Gambar 5   Struktur rantai pasok produk telur ikan terbang Desa Kanaeng, Takalar
Dalam struktur jaringan mata rantai produk telur ikan terbang, tidak ada intervensi pemerintah maupun Lembaga komunitas. Papalele dalam hal ini melakukan relasi bisnis langsung dengan pengepul besar di kota maupun langsung dengan para eksportirnya. Dengan kata lain, industry telur ikan terbang di Desa Kanaeng ini memasarkan produknya baik untuk pasar domestic maupun ekspor secara individual. 
Pasokan bahan baku telur ikan terbang ini cukup melimpah sejauh eksploitasi terhadap penangkapan ikan terbangnya sendiri dikurangi. Selama ini, nelayan tidak hanya berburu telur ikan terbangnya tetapi juga induk ikannya. Penangkapan induk ikan ini dilakukan tanpa adanya aturan pembatasan sehingga seringkali terjadi over fishing. Akibatnya, jumlah ikan diperairan Takalar mulai sedikit, dan berdampak pada jumlah telur ikan yang mulai sulit diperoleh. Oleh karena itu, seiring dengan siklus migrasi ikan tersebut yang mengikuti arus perairan ke kepulauan Aru dan Papua, para nelayan pun melakukan perburuan telur ikan hingga kearah tersebut. Sementara pasokan sumber daya manusia masih terkendala keterampilan dan keterbatasan modal sehingga mempengaruhi kinerja dalam memenuhi pasokan dan mutu bahan baku.
Dalam rantai pasok, papalele berperan dalam membiayai seluruh kebutuhan perburuan telur ikan. Seorang papalele umumnya adalah pemiliki kapal, tetapi ia juga dapat menyewa kapal dan ABK lain untk melakukan perburuan 6-10 kapal sekaligus. Jika dalam perburuanya tidak banyak menghasilkan telur ikan, para pemburu juga dapat membelinya dari para nelayan local. Dalam kasus ini, papalele yang memperkerjakan nelayan untuk mencari telur ikan, bukan nelayan yang mencari ikan sendiri lalu menjualnya ke papalele. Oleh karena modal perburuan yang dibutuhkan sangat besar, maka beberapa papalele menjalin Kerjasama dengan para investor tunggal (mereka yang hanya menginvestasikan uangnya saja dalam bisnis tersebut). Ada juga yang bekerjasama melalui Lembaga mereka yakni; Asosiasi Pengusaha Telur Ikan Terbang Takalar (APTITI). Setelah telur ikan terkumpul, lalu dijual kepengepul besar di kota setelah itu disalurkan ke eksportir. Dalam hal ini eksportir itu dari Korea, yang menjadi pengepul internasional dan menyalurkannya ke negara-negara lain (retailer).
Umumnya sebelum dijual langsung ke eksportir, telur dibersihkan dahulu. Menurut pak Mansur, pengepul di Desa Kanaeng, pihak eksportir memiliki standar untuk menilai kualitas telur ikan tersebut. “Ada grade-grand nya, jika telur bersih dari sarang-sarangnya nilainya akan lebih mahal. Begitu juga dengan jenis telurnya, jika telur berbulir-bulir tidak saling menempel akan lebih mahal. Untuk tugas tersebut, pengepul ini memperkerjakan kelompok perempuan untuk membersihkan telur dari kotoran-kotoran dengan memarut serta menapisnya. Dalam rantai ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pembersih telur ikan, ada juga yang menjadi papalele dan umumnya karena pihak suami tidak bisa mengatur keuangan atau managemennya.
Selanjutnya pada struktur rantai pasok ikan tangkap di Desa Popo dapat digambarkan sebagai berikut;
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[bookmark: _Toc142151521]Gambar 6 Struktur rantai pasok ikan tangkap Desa Popo, Takalar

Sama halnya dengan Desa Kanaeng, pasokan sumber daya manusia di desa ini juga masih terkendala keterampilan dan keterbatasan modal sehingga mempengaruhi kinerja dalam memenuhi pasokan dan mutu bahan baku. Akan tetapi, kekurangan tersebut perlahan sudah mulai diatasi dengan adanya intervensi pemerintah baik di pemkab maupun di desa serta oleh Lembaga-lembaga komunitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan. 
Struktur rantai pasok memperlihatkan bila arus pasokan ikan dari nelayan lebih banyak disalurkan ke pengepul/papalele. Namun, Sebagian juga nelayan memasarkanya ke pelelangan, pasar tradisional, masyarakat sekitar hingga untuk dikonsumsi sendiri. Dari pengepul local, pasokan ikan kemudian disalurkan Kembali ke pengepul besar. Pengepul ini umumnya berada di kota Makassar seperti di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Ada juga dari pasokan nelayan yang langsung dijual kepengepul besar. Biasanya, pengepul besar tersebut sudah memiliki hubungan kerja ataupun kedekatan sebelumnya. Dari pengepul besar barulah ikan disalurkan Kembali kepembeli raksasa untuk tujuan ekspor. Dari rangkaian rantai pasok, ada juga perempuan yang menjadi pengepul/papalele tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.
Dari keseluruhan rantai pasok dilapangan memperlihatkan bila saluran rantai pasok yang paling efektif adalah saluran melalui pengepul/papalele. Hal ini dikarenakan pengepul-lah yang paling mendapatkan keuntungan usaha yang lebih besar. Dari gambaran mata rantai itu juga diperlihatkan bila pengepul yang paling berperan besar dalam arus rantai pasok dan perputaran ekonomi pesisir. 
Selanjutnya, pada struktur rantai pasok rumput laut yang menjadi andalan Desa Ujung Baji dapat disajikan sebagai berikut;
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[bookmark: _Toc142151522]Gambar 7  Struktur Rantai Pasok Rumput Laut Desa Ujung Baji, Takalar

Pada struktur rantai pasok rumput laut, keterlibatan perempuan sudah ada sejak masa awal pembuatan tali ris atau tali bentang rumput laut. Umumnya kaum perempuan membantu suami-suami mereka membuatkan ikatan-ikatan simpul untuk mengikat rumput laut. Rata-rata setiap bentang memiliki Panjang 25meter dengan rata-rata jumlah bentang paling sedikit 80 baris (longline). Dalam masa panen yang pendek, yakni sekitar 40-45 hari perempuan juga terlibat dalam proses pemanenanya, bahkan jauh dari itu ada juga perempuan terlibat dalam menentukan harga jual rumput laut. 
Pasokan rumput laut yang sudah dipanen dijual ke pengepul, lalu disalurkan kepengepul besar di kota. Ada juga dari pengepul besar yang langsung memesan ke petani. Dari pengepul besar ini kemudian di ekspor ke berbagai negara, ada juga yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan pengolah rumput laut seperti ke PT Agarindo Bogatama di Tangerang yang mengolah rumput laut menjadi industry gelatin di Indonesia[footnoteRef:5].  Selain itu, ada juga penjualan rumput laut melalui koperasi nelayan. Dari koperasi nelayan kemudian didistribusikan ke perusahaan atau koperasi besar Kospermindo yang ada di Kota Makassar kemudian didistribusikan Kembali ke perusahan pengolah maupun eksportir. Adapun volume pembelian rumput laut oleh pengepul besar setiap 1-2 minggunya rata-rata 2000 kilogram. [5:  Salah satu produknya adalah bubuk agar-agar Swallow Globe. Selain pasar lokal, produksi Agarindo juga dijual ke berbagai negara seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat dan China. Layanan produksi PT AGARINDO BOGATAMA meliputi: - Biskuit (jeli makanan penutup, permen dan permen, jeli buah, tambalan permen, jeli dan selai) - Kue dan roti (icings dan glazies untuk kue kering, kue dan donat) dan lain-lain.] 

Dalam siklus tersebut terdapat terlihat jelas intervensi pihak swasta dalam hal ini berbentuk koperasi Kospermindo yang merupakan anak perusahaan dari PT. Tiran Indonesia pimpinan Andi Amran Sulaiman seorang mantan Menteri Pertanian dalam cabinet kerja 2014-2019, warga asli Bone Sulawesi Selatan. Perusahaan tersebut memang khusus bergerak dalam pengembangan pabrik rumput laut[footnoteRef:6]. Kospermindo ini berperan penting dalam menjaga rantai pasok rumput laut di desa untuk tetap sustain terserap oleh pasar. [6:  Dalam skala yang lebih besar, sebenarnya terdapat juga ASTRULI atau Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia yang rencananya akan membangun Corporate Farming dalam mengembangkan strategi model bisnis bagi pengolahan rumput laut. Asosiasi ini berkepentingan untuk menjaga rantai pasok global rumput laut agar menjadi stimulant bagi industry domestik supaya tidak mengimpor lagi bahkan justru memproduksinya sendiri. 
] 

Menurut Ketua Kospermindo Desa, koperasi nelayan ini memproduksi rumput laut setiap tahunnya lebih dari 300ton dengan harga Rp. 17.000-40.000 perkilo. Belum lagi para nelayan yang tidak tergabung dalam koperasi ini atau mereka yang menjadi nelayan mandiri dan menjual secara individual. Bisa dikatakan, industry rumput laut ini merupakan usaha yang cukup sustain.
Selain adanya  intervensi dari pihak swasta, ada juga intervensi dari Pemerintah daerah, pemerintah desa maupun berbagai Lembaga komunitas local dan internasional. Pemerintah daerah misalnya memberikan dukungan berupa pemberian pelatihan dan mengatur Kerjasama dengan berbagai mitra dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Pemerintah desa berkontribusi dalam menguatkan warga desa untuk menjaga sumber penghasilan mereka terhadap rumput laut ini dengan tetap menjaga kebersamaan dan kelestarian lingkungannya. Selain itu, pemerintah desa juga mengupayakan Kerjasama dengan berbagai Lembaga Pendidikan dan universitas dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok pemuda dan perempuan untuk mengolah rumput laut menjadi aneka panganan seperti dodol rumput laut, snack stik rumput laut dan lain sebagainya.
Sedangkan komunitas kelembagaan juga hadir dalam memberikan penguatan-pendampingan terhadap upaya kemandirian dan keberdayaan warga desa dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam hal ini pendamping Asppuk telah membangun kelompok-kelompok pemuda dan perempuan dalam pengembangan panganan olahan tersebut. Sementara Lembaga komunitas asing dalam hal ini ada dari Yayasan Konservasi laut (YKL), dan Co-Operative Depelopment Foundation (CDF) Of Canada yang bekerjasama dengan Kospermindo juga hadir memberikan dukungan kepada masyarakat desa dalam bentuk pelatihan baik terkait kelembagaan organisasi, keuangan, komputerisasi, budidaya rumput laut itu sendiri dan lain-lain. CDF ini juga memberi dukungan dalam bentuk bantuan fisik berupa bibit, tali ris dan kebutuhan pertanian lainya. 
Pada aspek pasokan sumber daya manusia, jumlah penduduk pesisir di Takalar yang cukup padat telah mencukupi jumlah tenaga kerja untuk budidaya rumput laut. Demikian juga pada pasokan modal, dalam budidaya rumput laut tidak membutuhkan terlalu banyak modal sehingga siapapun dapat memulainya bahkan dengan peralatan yang ditemukan disekitar. Hal ini dikarenakan peralatan utama budidaya rumput laut ini sangat sederhana, yakni hanya seutas tali dan botol plastic sebagai pelampungnya.

[bookmark: _Toc142155230]5.2. Rantai Nilai
Rantai nilai umumnya berkaitan dengan keunggulan dari suatu produk, baik dalam hal desain, memproduksi, memasarkan maupun dalam hal-hal lain yang mendukung produknya (Porter, 1994). Adapun aktivitas yang paling dasar dari analisis rantai nilai adalah memetakan para pelaku yang berpartisipasi dalam rantai pasar tersebut (Morris & Kaplinsky 2012).  Dalam hal ini pelaku rantai nilai terdiri dari nelayan, pekerja pemarut dan penapih, pengepul/papalele, pengepul besar kota, dan pengepul internasional (eksportir).
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Rantai Nilai Telur Ikan Terbang:  Bila di lihat secara keseluruhan rantai nilai telur ikan terbang pada Gambar 8 dapat disimpulkan bahwa proses siklus rantai yang terjalin belum inklusiv dan adil. Nelayan dalam hal ini mendapatkan upah yang paling kecil dengan resiko pekerjaan yang paling besar. Sedangkan pengambil keuntungan terbesar dalam rantai ini adalah para retailer atau pedagang olahan.  Setiap pengepul dan juragan umumnya dapat menurunkan sampai 6-10 kapal lebih dalam setiap kali perburuan. Juragan atau dalam Bahasa local disebut “papalele’/punggawa. Setiap kapal memerlukan biaya 70-150 juta untuk kebutuhan pelayaran selama kurang lebih 2 bulan, kadang ada yang sampai 6 bulan. Dalam satu fase itu mereka dapat berburu sebanyak 3 kali. Meski biaya yang kedua dan ketiga tidak sebesar biaya awalnya. Rata-rata sekali perburuan mendapatkan telur ikan sebanyak 70-1000 kilo dengan harga sekitar 800 ribu sampai 1 juta perkilo. Dengan demikian jika dihitung rata-rata satu juragan menghabiskan biaya sebesar 1,5 Milyar untuk membiayai perburuan telur ikan tersebut dengan menghasilkan keuntungan sebesar 1 Milyar perkapal atau 10 Miliar dengan 10 kapal. Sementara, di desa tersebut terdapat banyak juragan kapal. Menurut Dinas Perikanan ada lebih dari 700unit kapal kapal yang berburu ikan tangkap dan telur ikan di perairan Takalar dalam satu kali musim. Jika 700 kapal tersebut dikalikan dengan biaya 150 juta perkapal, belum lagi dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh perkapal, maka terjadi perputaran uang ratusan Milyar dalam satu kali musim di desa tersebut.
Dalam hal ini, jika dalam satu kali berburu nelayan membutuhkan modal 70 juta lalu dalam satu kali tangkap mendapat 100kilogram telur ikan oleh nelayan yang berburu selama 2 bulan dengan harga perkilo adalah satu juta rupiah, maka juragan pengepul mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah. Juragan/Pengepul menerapkan aturan tidak tertulis untuk mengambil dahulu keuntungannya sebanyak 20% (20 juta) dari total penghasilan. Kemudian sisa 80 juta dikurangi pinjaman awal nelayan untuk berburu sebesar 70 juta sehingga yang tersisa adalah 10 juta. Dari 10 juta tersebut itulah yang menjadi bayaran upah nelayan kemudian dibagi ke seluruh ABK dengan perhitungan nakhoda mendapat bagian paling besar. Misal nahkoda mendapat 2,7 juta, maka ke empat anak buah kapal masing-masing akan mendapat upah sebesar Rp. 1.825.000).  Jika upah tersebut di bagi ke dalam masa 2 bulan pencarian ikan maka, upah nelayan dalam satu bulan itu sekitar 900 ribuan saja. Pendapatan yang tidak sebanding dengan lelahnya mencari ikan selama dua bulan dilautan dan tidak pulang kerumah. Lebih parah lagi, jika dalam perburuan ikan tersebut hanya menghasilkan sedikit telur ikan terbang, maka berapapun yang di dapat tetap akan dipotong 20%, jika pembagian tersebut malah menjadi minus, maka nelayan akan dianggap berhutang pada papalele. Hutang tersebut akan dibayarkan pada perburuan ikan selanjutnya. Pada tahap inilah peran papalele terlihat mencekik nelayan, karena jika perburuan selanjutnya berhasilpun, nelayan tetap akan mendapatkan upah semakin kecil karena potongan hutang. Namun demikian, papalele ini jugalah yang menyelamatkan nelayan. Karena, hanya pada papalele saja nelayan dapat meminjam uang cash secara cepat tanpa prasyarat rumit. Papalele juga yang siap dan sigap membantu nelayan dalam keadaan darurat. Oleh karenanya ketergantungan nelayan kepada papalele sangat besar.
Sedangkan retailer dalam rantai ini adalah pengolah telur ikan untuk berbagai jenis makanan diantaranya taburan sushi. Dalam Bahasa Jepang, telur ikan terbang disebut “ tobiko” dan harga pasaran tobiko dalam setiap 100 gramnya adalah Rp. 45.000 jadi harga satu kilonya bisa mencapai 4,5 juta. 
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Rantai Nilai Ikan Tangkap: Dalam rantai nilai ikan tangkap juga demikian (Gb.9), nelayan sebagai pencari ikan mendapatkan keuntungan yang paling kecil, sedangkan eksportir asing dan pengolah makanan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, apalagi di jual dalam satuan. Bedanya dengan nelayan telur ikan, nelayan ikan tangkap dapat menikmati hasil penjualannya langsung sesuai dengan besaran ikan yang diperoleh. Misalnya ketika harga sedang stabil ikan tangkap dari nelayan dapat dihargai sebesar 7500rupiah perkilo oleh pengepul local dan dalam satu kali melaut bisa mendapatkan 1000 kilo. Dengan demikian, nelayan bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500.000. Maka seorang nelayan dapat membawa pulang uang sebesar 7,5 juta. Akan tetapi, jika nelayan melaut bersama tim yang terdiri dari 5 orang, tentu keuntungan tersebut akan dibagi lagi dengan komposisi nahkoda yang akan mendapat bagian yang lebih besar daripada awaknya. (misal nahkoda mendapat 1,5 juta dari keuntungan 7,5 juta, maka sisanya 6 juta dibagi 4 ABK, jadi masing-masing mendapat 1,2 juta rupiah perkali tangkap). Jika ada 500 kapal yang melaut, maka diperkirakan ada perputaran uang sebesar 3,7 Milyar lebih di desa tersebut.
Ikan dari pengepul local kemudian dijual lagi ke pengepul besar di kota sebesar Rp. 10.000 perkilo kemudian oleh pengepul kota atau perusahaan perkotaan dijual lagi ke luar daerah, misalnya ke Jakarta, maka dihargai sebesar Rp. 14.000 perkilo. Bila langsung di ekspor maka dijual seharga Rp. 22.000 perkilo. Di Jakarta ikan lalu didistribusikan ke pasar-pasar dan dijual dengan harga Rp. 17.000 perkilo. Sedangkan bagi pedagang pengolah makanan, nilai jual ikan dalam bentuk olahan akan menjadi lebih mahal apabila ikan yang dibeli lalu diolah menjadi anekan masakan, maka penilaiannya tidak lagi dalam hitungan kilo, melainkan satuan/perhidangan. Jika dalam satu kilo ikan torani berisi 10 ekor dan harga perekor hidangan dinilai Rp.23.000 maka, keuntungan pihak pedagang pengolah makanan sebesar Rp.230.000. 
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Rantai Nilai Rumput Laut: Di siklus rantai rumput laut, aliran nilai keuangan mengalir dari hilir ke hulu dengan harga 6000rupiah perkilo yang diambil pengepul dari petani untuk jenis rumput laut  Gracilaria. Sedangkan untuk jenis Cottonii, dihargai mulai 17 ribu hingga 40 ribu rupiah perkilo. Untuk jenis ini menurut Pak Kodir (Ketua Nelayan Makio Dale), pihak koperasi tidak menangani rumput laut jenis Cottonii, tetapi hanya yang berjenis Gracilaria saja. Untuk jenis Cottonii, baik petani maupun pengepul bisa menjual bebas kepada pedagang-pedagang yang masuk sesuai dengan kesepakatanya. 
Selanjutnya, dari pengepul local ke pengepul local dihargai sebesar 6200rupiah perkilo kemudian baik dari nelayan langsung maupun dari pengepul local, pihak koperasi akan membeli produk tersebut seharga 6300 rupih perkilo dalam keadaan kadar air 18% dan 6500rupiah dengan kadar air 16%. Kemudian, pihak Kospermindo akan mengambil dari koperasi dengan harga 7500rupiah perkilo dengan kadar air 18% dan 9400rupiah perkilo dengan kadar air 16%. Setelah itu, Kospermindo melakukan packaging dan mendistribusikanya ke pabrik-pabrik industry pengolahan maupun untuk dieksport ke luar negeri. Salah satu pabrik yang menerima pasokan rumput laut ini adalah PT. Agarindo Bogatama yang memproduksi produk-produk olahan rumput laut diantaranya; agar-agar swallow globe yang berlokasi di Kota Tangerang, Banten.

[bookmark: _Toc142155231]5.3. Lembaga Koperasi Tani Makio Dale Desa Ujung Baji
Di desa ini ada kelompok tani yang diketuai oleh Bapak Abdul Kodir. Kelompok tani ini kemudian berkembang menjadi Lembaga koperasi nelayan yang diberi nama Koperasi Makio Dale pada tahun 2011. Saat itu koperasi hanya menyediakan program simpan pinjam bagi 25 anggotanya. lalu tahun 2013 koperasi ini bergabung dengan Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) yang berpusat di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Di bawah Kospermindo, koperasi Makio Dale mengalami kemajuan. Jumlah keanggotaanya bertambah menjadi 75 orang. Kospermindo memberikan bantuan pinjaman modal dan usaha sehingga koperasi ini dapat memproduksi rumput laut hingga 300ton setiap tahunnya. 
Dalam struktur keanggotanya, koperasi ini didominasi oleh petani perempuan (37 anggota perempuan dari 75 total anggota). Anggota koperasi ini mendapat pembinaan dari Co-Operative Depelopment Foundation (CDF) Of Canada untuk berbagai pelatihan peningkatan kapabilitas anggotanya. Koperasi ini juga dipercaya untuk menerapkan system resi Gudang (SRG), yakni suatu antisipasi jika harga komoditas sedang rendah, maka petani dapat menunda penjualan (dan menaruhnya dalam Gudang) kemudian menjualnya ketika harga tinggi. Penerapan SRG menguntungkan karena dapat mengurangi risiko pasar produk pertanian, meningkatkan sistem ketahanan pangan dan akses pemilik rumah terhadap pembiayaan, serta meningkatkan kualitas dan transparansi usaha pergudangan melalui pengaturan dan pengawasan.
Sebagai misal, saat ini harga rumput laut turun, sekitar 17 ribu perkilo maka koperasi mengajukan resi Gudang ke Bank BJB yang ada di Makassar. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya SRG diantaranya harus ada pengujian mutu, penjaminan barang dan lain sebagainya. Koperasi menerima 70% diberi pembayaran awal dan 30% untuk pembayaran selanjutnya, sekaligus untuk berjaga-jaga. Selama diagunkan pengelola Gudang memasarkan rumput laut itu ke pasar lelang komoditi. Jika terjual maka 70% tersebut akan dibayarkan ke Bank BJB, dan sisanya bisa disaving. Konsep resi Gudang ini belum banyak diminati nelayan oleh karena rumitnya prosedur persyaratan pengajuan bank sementara masyarakat lebih menyukai system pembayaran tunai langsung yang tidak dibarengi kerumitan prosedur.


[bookmark: _Toc142155232]ANALISIS AKSES DAN PARTISIPASI PEREMPUAN


Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, dan negara secara keseluruhan. Peran dan partisipasi perempuan berdampak signifikan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi dan politik. Pada bidang pertanian dan kelautan perempuan juga memiliki peran yang tidak sedikit dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, peran dan partisipasi perempuan masih seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan dan diskriminasi. Tantangan seperti; (1) Norma sosial dan budaya, (2) keterbatasan akses terhadap sumber daya, (3) kesenjangan gender terhadap akses Pendidikan dan pelatihan, (4) akses terhadap pembiayaan dan pasar serta ,(5) keputusan-keputusan politik masih perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Dalam assessment ini analisis terhadap akses dan partisipasi perempuan dijelaskan sebagai berikut;
Desa Kanaeng: Secara keseluruhan baik di Desa Kanaeng, Popo maupun Ujung Baji, masyarakat pesisir masih mengikuti norma sosial yang patriarkal, di mana peran perempuan lebih sering diidentifikasi dengan peran sebagai ibu, pengasuh keluarga, atau pemelihara rumah tangga. Norma ini kadang-kadang membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik, serta membatasi kesempatan untuk mengakses pendidikan dan peluang karier.
Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, hingga saat ini kaum perempuan di Desa Kanaeng, bisa dikatakan hampir tidak memiliki akses ke pemilikan sumber daya alam, kecuali dari hasil warisan orangtua. Dari hasil warisanpun, umumnya dikerjakan oleh suami. Demikian juga akses terhadap modal. Tidak ada yang memiliki kapal ataupun menjadi juragan. Dalam rantai pasar, Perempuan hanya memiliki akses pada saat membantu persiapan para suami melaut dan pada saat mendapatkan hasil tangkapan. Selain dari itu, kebanyakan perempuan desa ini hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tanpa aktivitas.
	Dalam hal pengetahuan local, umumnya bersifat gender-spesifik dimana pengetahuan khusus perempuan tidak begitu diakui dan dihargai sebanding dengan pengetahuan laki-laki. Kondisi tersebut terlihat dalam musyawarah di keluarga, ataupun adat desa, umumnya tidak ada perempuan yang berani bersuara. Gambaran itu juga terlihat dalam aspek Pendidikan formal, dimana perempuan Desa Kanaeng lebih banyak yang tidak melanjutkan sekolah setelah menamatkan Pendidikan di jenjang SLTP. Umumnya pada usia tersebut sudah dianggap cukup umur untuk mencari pekerjaan ataupun dinikahkan secara dini. 
Ditingkat pemerintahan desa, perkembangan keterlibatan Perempuan dalam aktivitas Musrembang hingga saat ini belum mengalami banyak perubahan.  Perempuan masih belum banyak terlibat aktif, penyampaian usulan dan gagasan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Popo. Perkembangan dalam dua tahun terakhir tidak terlalu banyak tereksplorasi mengingat desa ini baru mengalami pemekaran 7 bulan yang lalu dan belum mendapatkan anggaran desa sehingga belum ada program dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan dan pemuda atau kegiatan lainnya.

Desa Popo: Di Desa Popo bisa dikatakan berbeda dengan di Desa Kanaeng. Oleh karena struktur desa ini Sebagian besar daratan, maka kepemilikan Perempuan terhadap sumber daya alam tidak hanya lautan tetapi juga di daratan. Tidak sedikit Perempuan di desa ini yang memiliki kapal sendiri dan menjadi juragan. Contohnya adalah Ibu Dengbau, ia adalah Ketua kelompok Perempuan, di desanya ia memiliki kapal juga memiliki lahan sawah garapan meskipun ia tidak sepenuhnya memilik akses ke pengelolaan sumber daya alam.
	Di desa ini perempuan terlibat dalam sector-sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, perikanan dan kerajinan, namun akses mereka cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan yang kurang dihargai dan berbayar rendah seperti menyiapkan kebutuhan berlayar suami, buruh menjemur ikan maupun buruh menggarap sawah orang.
	Pada aspek Pendidikan dan pengetahuan lokal, warga desa ini tidak jauh berbeda dengan warga Desa Kanaeng, dimana Sebagian besar Perempuan tidak di dengar suaranya dan tidak melanjutkan pendidikannya selepas menamatkan jenjang SLTP. Sedangkan ditingkat desa, jumlah keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan desa sudah lebih banyak dari laki-laki, tetapi belum banyak dari perempuan ini yang berani berekspresi. Hingga saat ini belum ada keterlibatan Perempuan dalam agenda kegiatan desa dikarenakan baru terjadi pemilihan kepala desa yang baru sehingga belum ada anggaran desa yang diturunkan. Sempat ada pengajuan anggaran untuk kegiatan pendampingan dan advokasi perwakilan Asppuk pada PADes, namun tidak berlanjut oleh karena kepada desa yang lama tidak terpilih lagi, sehingga program yang ada disesuaikan kembali dengan kepala desa yang baru.

Desa Ujung Baji: Dalam konteks akses dan kepemilikan sumber daya, Masyarakat di pedesaan pesisir Ujung Baji mungkin lebih baik daripada di Desa Popo. Di Desa Ujung Baji, Perempuan diberikan akses untuk mengelola sumber daya alam mereka terutama dalam mengelola pertanian rumput laut. Setidaknya saat ini diperoleh informasi ada 2 orang yang menjadi pemilik lahan pertanian rumput laut. Perempuan juga diberikan akses untuk mengelola lahan mereka untuk dijadikan pengembangan sektor usaha lain. Rumah makan Kerang Nyicir misalnya, merupakan usaha rintisan dari Ibu Irma yang tinggal di desa tersebut. Rumah makan tersebut memanfaatkan hasil alam kerang dan ikan yang ada disekitarnya. Ibu Irma mengelola resto tersebut dengan melibatkan kelompok Perempuan binaan Asppuk, yakni kelompok Berlian. Tidak hanya itu, Ibu Irma juga melibatkan kelompok Perempuan itu dalam kegiatan pelatihan desa, seperti dalam pembuatan olahan rumput laut untuk kerupuk, dodol maupun kosmetik. Akses Ibu Irma sendiri dalam kapasitanya memberi pelatihan adalah juga sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa. Dengan kata lain, Ibu Irma adalah contoh keberhasilan perempuan di desa. 
Kepala Desa Ujung Baji menempatkan struktur desanya dengan komposisi yang justru lebih banyak diisi oleh kaum Perempuan. Ibu Irma adalah salah satu diantara 15 dari 7 orang Perempuan yang bekerja dikantor desa. Selain itu, Perempuan juga diberi akses untuk mengelola Bumdes. Hal ini dibuktikan dengan dijadikanya Perempuan sebagai ketua Bumdes di desa tersebut. Ibu Salma merupakan ketua Bumdes yang sudah menjalankan usaha desa sejak tahun 2017.  Selama 7 tahun menjalankan Bumdes, Ibu Salma diberikan dana desa sebesar 70 juta rupiah untuk ia kelola.  Di antara unit usaha tersebut antara lain; (1) usaha simpan pinjam, 92) penyewaan peralatan hajatan dan (3) terakhir usaha penyewaan baju pengantin. Sekalipun demikian, usaha simpan pinjam tidak bertahan lama oleh karena konstruksi Masyarakat desa yang menganggap dana yang dipinjamnya dari Bumdes adalah dana desa yang memang diperuntukan untuk mereka, sehingga sebagian besar mereka tidak ada yang membayar pinjaman tersebut. Setelah kejadian tersebut, Bumdes tidak ada lagi aktivitasnya. Ibu Salma sendiri tidak berani lagi mengajukan gagasan untuk pengembangan usaha Bumdes selanjutnya. Posisi Bumdes sekarang bisa dikatakan mati suri dan ibu Salma hanya sekedar menjabat saja.
Akses juga diberikan kepada Perempuan dalam mengemukakan pendapat pada setiap ada ruang diskusi di desa. Tetapi, gagasan tersebut hanya sebatas ditampung saja. Faktor budaya yang menganggap pengetahuan perempuan tidak layak diakui dan dihargai dibanding laki-laki juga masih lekat ada di desa ini. Dalam konteks akses kependidikan, bisa dikatakan hamper seluruh warga desa Ujung Baji bersekolah dan banyak yang meneruskan hingga ketingkat perguruan tingggi. 
Seiring berjalan waktu kelompok pemuda dan perempuan di desa-desa ini mendapat akses untuk terlibat dalam keorganisasian, pelatihan maupun pendampingan. Hadirnya Lembaga-lembaga komunitas yang turun mengadvokasi ke desa, (seperti Asppuk membangun kelompok Perempuan dan pemuda sejak tahun 2021, telah mengubah cara pandang para kepala desa dan menjadi sebuah rekognisi untuk melibatkan kelompok-kelompok perempuan dan pemuda dalam berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan di desa. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Kepala desa Ujung Baji;

“Saya sering mengirimkan anak-anak muda dan kelompok perempuan disini untuk ikut pelatihan yang diadakan pemerintah daerah di kota (Makassar)”. Biasanya pemerintah mengadakan acaranya dihotel-hotel” (Dewagong, Kepala Desa Ujung Baji).

Namun, tidak jauh berbeda dengan desa lain pengembangan usaha kecil di desa ini juga belum berjalan lancar. Di desa tidak ada keterlibatan pihak swasta dan aktivitas pemberdayaan masih sebatas advokasi dan pengayaan materi saja. Sementara usaha kecil yang dirintis seiring pendampingan dan advokasi, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh karena kelangkaan bahan baku, sulitnya pemasaran dan akses ke modal. 
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Inklusivitas pemberdayaan ekonomi perempuan mengacu pada pendekatan dan strategi yang menjamin bahwa semua perempuan, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama inklusivitas adalah untuk memastikan bahwa tidak ada perempuan yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi.
Pemberdayaan ekonomi perempuan sendiri mengacu pada usaha untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk akses ke pendidikan, keterampilan, pekerjaan, kepemilikan aset, pembiayaan, dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan ekonomi perempuan bertujuan untuk memberikan peran aktif bagi perempuan dalam mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri dan mengurangi ketimpangan gender di bidang ekonomi.
Daerah pesisir memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Perempuan di daerah pesisir memiliki peran yang penting dalam sektor perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya, namun perempuan sering menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya dan peluang yang sama dengan laki-laki. 
Assessmen ini menganalisis sejauhmana inklusivitas program pemberdayaan ekonomi perempuan yang ada di desa serta mengidentifikasi program-program pemerintah baik di daerah, dan di desa serta kolaborasi dengan pihak swasta. Assessment dilakukan untuk memastikan keterlibatan perempuan dan mengidentifikasi perubahan selama program berjalan. Untuk itu beberapa hal yang perlu diidentifikasi awal adalah bagaimana peran organisasi dan kelembagaan dampingan yang ada di desa serta bagaimana keterlibatan kelompok-kelompok perempuan usaha kecil baik dengan pemerintah maupun swasta. Setelah itu, dianalisis hasil temuan dilapangan terhadap perkembangan pemberdayaan ekonomi perempuan.
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Selama ini Desa Kanaeng dan Desa Popo menjadi desa binaan mitra Oxfam dan Asppuk dalam pendampingan program-program pemberdayaan. Saat ini desa tersebut masih dalam binaan program PVP fair4All. Program ini hadir sejak tahun 2021 dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi dalam menciptakan rantai pasok dan rantai nilai yang adil bagi pemuda dan perempuan di usaha rumput laut dan perikanan, serta memastikan keterlibatan mereka menuju perdagangan yang adil dan berkelanjutan. 

Pendampingan, dan Penguatan Jaringan: Dalam melaksanakan tujuan tersebut, mitra Oxfam dan Asppuk menggandeng Lembaga komunitas local Mitra Lingkungan untuk mendampingi selama program berlangsung. Selama program berjalan telah dilakukan pemetaan dasar terhadap sumber-sumber potensi alam desa dan sosialisasi program PVP itu sendiri. Hasil pemetaan awal memperlihatkan bila di Desa Popo berpeluang untuk menjadikan lobster air laut menjadi inovasi budidaya lobster air tawar. Kemudian, pendampingan ini juga telah berhasil mengembangkan desa binaan dan membentuk kelompok pemuda dan perempuan di beberapa desa. Adapun nama kelompok pemuda dan perempuan yang terbentuk sebagai berikut;

Table 4 Nama kelompok pemuda dan perempuan di Desa Kanaeng dan Popo
	Desa
	Kelompok Pemuda
	Kelompok Perempuan

	Kanaeng
	Panranuangku
	Paraikatte 

	Popo
	Assimaturu
	Bajipamae

	Laikang
	Bangkit bersama
	Perempuan Maju Bersama

	Ujung Baji
	Ikatan Pemuda Desa
	Berlian Desa



Pembentukan kelompok ini sebagai wujud kolaborasi antar pemuda dan perempuan sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman serta dukungan di antara mereka. Terbentuknya kelompok-kelompok ini diharapkan dapat mendorong solidaritas dan saling menguatkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi.
Advokasi, dan Penyediaan Pelatihan: Dalam melaksanakan aktivitas pemberdayaan pada kelompok-kelompok tersebut, diberikan berbagai pelatihan dan keterampiland dengan materi diantaranya terkait; advokasi dan penguatan kesetaraan gender, kemandirian ekonomi dan lain sebagainya. Pemberdayaan diberikan dengan pendekatan partisipasif dan melibatkan keaktifan anggotanya untuk merespon dan bertanya. Pemberdayaan ini juga melatih kepercayaan diri anggota khususnya kaum perempuan untuk mau dan mampu berbicara di forum diskusi.
Akses ke Pembiayaan dan Sumber Daya: Lembaga ini juga melakukan pendekatan ke berbagai instansi pemerintah baik di desa maupun di pemerintahan kabupaten serta ke berbagai stake holder untuk membuka jejaring dan peluang bagi warga binaan agar mendapat informasi tentang kesempatan pembiayaan, dan modal. Selain itu, agar dapat terlibat dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Advokasi dilakukan dua arah, yakni; pembentukan kelompok di warga binaan dan membuka jaringan dengan pemerintah setempat. Upaya tersebut dilakukan dengan mengunjungi dan bersilatruahmi ke kepala-kepala desa serta dinas-dinas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat seperti; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perizinan, Dinas Pemuda dan Olah Raga. Kunjungan tersebut bermaksud memperkenalkan kehadiran kelompok pemuda dan perempuan desa serta melihat peluang Kerjasama yang bisa dimanfaatkan untuk peluang pembiayaan dan pemberdayaan usaha mereka. Dengan diperkenalkanya kelompok-kelompok tersebut ke jejaring pemerintah, maka mulai terbuka ruang bagi keterlibatan perempuan dan pemuda dalam program-program kerjasama dan aktivitas-aktivitas di ruang publik. Namun, sejauh ini belum ada terobosan dari kelembagaan untuk lebih jauh memperkenalkan kelompok perempuan dan pemuda ke pihak usaha swasta. 
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Pemerintah Desa: Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi dan pelatihan kepada perempuan di desa terkait kesempatan ekonomi, keterampilan, dan pasar. Program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan pemasaran yang dapat membantu perempuan mengembangkan potensi mereka dalam meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat lokal. Untuk itu, beberapa peran pemerintah desa diantaranya; 
Memberikan Akses dan Pelatihan: dengan menggunakan dana desa, kepala desa di Kanaeng, Popo dan Ujung Baji mulai melibatkan kesertaan kelompok perempuan dan pemuda ini dalam berbagai aktivitas pemberdayaan mereka melalui pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan seperti; pembuatan kerupuk ikan, abon ikan, dan lain-lain. Akan tetapi, kegiatan ini mengalami kemandegan seiring terdampak Covid-19 dan ketidak berlanjutan pengembangan usaha dikarenakan kendala-kendala lain seperti harga ikan yang mahal, atau belum musim, peralan yang tidak tersedia hingga permodalan. Selain itu, selama dua tahun terakhir sejak pandemic Covid-19 terjadi kekosongan jabatan kepala desa dan digantikan oleh petugas sementara, hingga masuk masa pemilihan kepala desa hingga adanya kepala desa yang baru. Dimana selama masa tersebut belum ada anggaran desa yang turun sehingga tidak ada lagi kegiatan pelatihan, pendampingan maupun pemberian bantuan.
Pengorganisasian dan Penguatan Kelompok: Pemerintah Desa Popo misalnya telah mendukung pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok ini dengan membentuk Lembaga-lembaga lain seperti; (1) LPM (Lembaga Permberdayaan Masyarakat) Lembaga ini membantu memfasilitasi warga desa untuk ikut dalam pelaksanaan Musrembang. (2) Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga ini melibatkan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial dan rumah tangga di desa. (3) Karang Taruna, (4) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mewadahi kelompk nelayan dan petani di desa, dan (5) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu yang saling membantu dalam kesulitan keuangan mereka, sekalipun nilai peinjamnyan kecil namun cukup dapat menggerakkan usaha mereka. Semua Lembaga tersebut merupakan upaya rekognisi kepala desa untuk melibatkan partisipasi dan peran pemuda-perempuan dalam upaya pembangunan desa.
Dalam struktur kepengurusan Lembaga, ditemukan masih banyak didominasi oleh laki-laki, kecuali dalam kelompok PKK dan SPP. Meskipun demikian, di struktur pemerintahan desa sendiri jumlah anggota perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Demikian juga di struktur pemerinahan Desa Kanaeng dan Ujung Baji. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih bersifat partisipasif saja. Dalam hal jumlah bisa terlihat perempuan mulai mendapatkan kesetaraan, akan tetapi dalam hal bersuara dan mengeluarkan pendapatnya, perempuan lebih banyak diam karena unsur adat dan kepatuhan kepada laki-laki masih mendominasi. Kondisi ini berlaku hampir disetiap pemerintahan desa yang ada di wilayah ini. Bahkan, di Desa Ujung Baji sekalipun ketua Bumdesnya sudah perempuan, namun kewenangan untuk mengelolanya tetap ada ditangan kepala desa. Perempuan di desa belum sepenuhnya mendapat akses dan control dalam keorganisasian. 

Akses Pembiayaan dan Penguatan Usaha: salah satu peran pemerintah desa adalah menyediakan bantuan pembiayaan atau akses ke kredit mikro untuk usaha perempuan di desa. Namun, upaya tersebut hingga dua tahun terakhir belum ada realisasinya. Hal ini berlaku rata disemua desa penelitian.

Advokasi dan Pengarusutamaan Gender: Pemerintah desa juga berperan dalam melakukan advokasi bagi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di semua aspek kebijakan dan program pembangunan mereka. Pada kenyataanya, advokasi yang diberkan lebih kepada muatan pemberdayaan ekonomi warga secara umum. Advokasi kesetaraan gender lebih banyak diberikan oleh Lembaga-lembaga komunitas dan desa hanya memfasilitasi tempatnya saja. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan wawasan kepala desa itu sendiri terhadap pengarus utamaan gender.
Peran Pemerintah Kabupaten/Provinsi: Sesuai dengan apa yang termaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah berperan dalam mendukung suatu kebijakan pembanguanan yang partisipasif. Untuk itu, beberapa peran pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut;
Pengembangan Kebijakan dan Program: Pemerintah memiliki peran dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi perempuan di desa. Program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan mencapai kemandirian ekonomi. Secara umum pemerintah Kab. Takalar memberikan kebijakan menyangkut system perikanan laut berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh daerahnyanya sendiri hingga kini belum ada. 
Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur system perikanan laut ini-lah yang membuat pengepul-pengepul besar (Asing) bisa langsung membeli dari nelayan, tanpa memberikan pajak kepada daerah. Demikian juga dengan kebijakan penentuan harga standar nilai rumput laut maupun telur ikan terbang. Tidak adanya kebijakan terhadap penentuan standar harga rumput laut dan telur ikan terbang oleh pemerintah daerah membuat nelayan mengalami kerentanan penghasilan. Hal ini dikarenakan nelayan dan pengepul local menjadi sangat tergantung oleh pengepul besar yang menentukan harga tersebut. 
Selain itu, di pemerintah daerah juga tidak ada (belum ada) peraturan yang mengatur pembatasan perburuan ikan terbang sehingga sering terjadi over fishing dan membuat ekosistem ikan tersebut perlahan menghilang dan bergeser keperairan Aru dan Papua. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan nelayan yang semula sangat terkenal dengan wilayah penghasil telur ikan terbang, sekarang hanya menjadi wilayah pengepul telur ikannya saja. Di sisi lain, menurut Dinas DKP yang sekarang menjadi Dinas Perikanan, Kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan lagi terhadap wilayah laut karena itu menjadi kewenangan provinsi, Pemkab hanya sebatas pengelolaan perikananya saja. 
Di luar itu, pemerintah kabupaten Takalar tengah menggodok program “PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Inovasi” yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di setiap desa. Program ini dikatakan “berinovasi” oleh karena Pendidikan yang akan diberikan tidak hanya Pendidikan setingkat SLTP-SLTA, tetapi juga Pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan warga desa. Selain bersertifikat dan berkompetensi dari Lembaga terkait, PKBM Inovasi ini juga akan dihubungkan dengan penyedia permodalan dan perusahan-perusahan penyalur pekerja. PKBM ini karenanya, berkolaborasi dengan dinas-dinas lain, seperti Dinas BLK, DKP, Dinas Sosial, Dinas UMKM dan lain sebagainya.
Koordinasi dan Kolaborasi: Pemerintah kabupaten dapat berperan sebagai koordinator dalam menghubungkan program pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat mengoptimalkan sumber daya dan memberikan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi mereka. Upaya koordinasi dan kolaborasi ini telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar khususnya untuk dinas-dinas terkait seperti; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antar dinas diantaranya adalah pada kegiatan Sosialisasi UMKM misalnya, dimana Dinas UMKM biasanya berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Atau, pada pelatihan keterampilan pengolahan pangan misalnya, Dinas Ketahanan Pangan biasanya berkolaborasi dengan Dinas UMKM, PMD dan Dinas BLK. Sifat dari kegiatan atau program itu sendiri sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah bersifat teknis dan administratif. Hal ini disebagaimana dikatakan Kabid Dinas Perikanan Kab.Takalar:
“Bahwa pendekatan pemerintah adalah berorientasi projek, sehingga jika ada satu program atau projek dilaksanakan selesai maka ya selesai saat itu saja. Tidak ada keberlanjutan untuk melihat perkembangan hingga hasil akhirnya”. 
Oleh karenanya program-program itu umumnya hanya diselenggarakan dalam satu hari kerja dan dilaksanakan di hotel-hotel berbintang lima. Dengan kata lain, upaya pemberdayaan yang dilakukan pihak pemerintah masih menyisakan ruang untuk bisa sampai pada tingkat keberhasilannya. Adapun program-program yang pernah diberikan antara lain; Bimtek PKP (bimbingan teknis Pusat Kreatif Produktif) dengan pemberian bimbingan kepada setiap anggota kelompok mengenai pembudidayaan ikan. Pemberian bantuan jaring, alat tangkap ikan, tali rumput laut dan lain-lain. 
	Sementara itu, bentuk kordinasi dan kolaborasi yang lain ada pada rencana pembentukan PKBM Inovasi yang akan melibatkan banyak instansi pemerintah, kelembagaan komunitas bahkan dengan pihak swasta. 
Berdasarkan hasil temuan dilapangan, upaya-upaya kolaborasi ini terhenti sejak dua tahun terakhir oleh karena terkendala dampak Covid-19 sehingga anggaran teralih untuk refocusing Covid. Selain itu adanya persoalan pemerintah daerah yang tersangkut urusan mangkraknya pembangunan rumah sakit daerah Takalar sehingga merugikan pemerintah dan menuntut semua OPD untuk membantu pembiayaanya.
Penyediaan Infrastruktur dan Akses Layanan: Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung pembedayaan ekonomi perempuan, seperti akses ke informasi dan transportasi. Akses ke layanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial yang memungkinkan perempuan dan pemuda bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk hal infrastruktur digital pemerintah daerah sebagaimana diakui Kepala Bappeda Kab. Takalar, memang diakui jika daerah ini belum terhubung dengan layanan SPBE (Sistem Pelayana Berbasis Elektronik). Sehingga, semua layanan masih dilakukan secara manual dan akses ke informasi memerlukan waktu yang lama. Beruntungnya hubungan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa setempat cukup baik, sehingga komunikasi yang diperantari oleh media sosial WhatsApp sangat membantu kecepatan penerimaan informasi tersebut. Dengan demikian, akses terhadap aktivitas ekonomi, seperti system pembayaran non tunai atau menggunakan QRIS oleh pelaku UMKM belum menjadi kebiasaan baru disini. Akses layanan terhadap perizinan usaha dan kelengkapanya masih belum online serta belum ada inisiatif pemda untuk merangkul dan mendorong pelaku usaha melengkapi persyaratan usahanya. Sementara akses kepada pembiayaan dan modal, pemerintah daerah pernah memberikan bantuan benih lobster air tawar bagi kelompok pemuda Assimaturu di Desa Popo.
	Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda di desa sudah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Tetapi, intervensi pemerintah daerah belum menyentuh secara langsung terhadap pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah maupun usaha besar di wilayah tersebut.  Pengembangan dan pembangunan desa dan daerah mengalami kemacetan seiring dengan refocusing anggaran selama pandemic Covid dan adanya kegagalan program rumah sakit daerah memerlukan pembiayaan sehingga mengurangi anggaran dinas-dinas untuk menjalankan programnya. 
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Perusahaan swasta memainkan peran kunci dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda di pesisir. Dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, mendukung akses pasar, dan mempromosikan kepemimpinan perempuan dan pemuda. Perusahaan swasta dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di pesisir. 
Di Kawasan pesisir Galesong terutama di Desa Kanaeng, Popo dan Ujung Baji, tidak ditemukan perusahaan swasta dalam skala besar dalam mengelola sumber daya alam desa.  Perusahaan swasta sebagai bagian dari mata rantai pasok hanya terdapat di kota, utamanya di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Akan tetapi, desa tetangga yakni Desa Laikang yang berdekatan dengan Jeneponto telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan industry Rumput Laut. Tidak adanya pihak swasta yang berinvestasi di desa penelitian menyebabkan lambatnya pembangunan pedesaan. Hal ini dikarenakan perusahaan swasta dapat menyerap banyak tenaga kerja, membawa informasi dan teknologi baru serta dapat menaikkan posisi tawar desa untuk bisa lebih maju. Menurut pihak DKP, hingga saat ini memang belum ada pihak swasta yang berinvestasi di desa ini. Kepala Bappeda Kab Takalar menambahkan bahwa tidak adanya pihak swasta yang berinvestasi di sepanjang pesisir desa tersebut dikarenakan zonasi desa bukan diperuntukan untuk industry, tetapi hanya daerah pemukiman. Itulah sebabnya tidak ada satu Perusahaan besar yang berinvestasi diwilayah ini.
Tidak adanya perusahaan swasta di desa ini bukan berarti terputusnya mata rantai pasok industry rumput laut maupun ikan tangkap. Karena, jarak antara Kabupaten Takalar dengan Kota Makassar hanya kurang lebih satu jam saja atau sekitar 25 KM. Sehingga, tidak menjadi suatu kendala yang berarti. Kekosongan posisi tersebut digantikan oleh peran para pengepul-pengepul local dan menengah yang menjadi penghubung (intermediary) antara petani/nelayan dengan pedagang besar/swasta.
Dalam bentuk lain ada koperasi Kospermindo yang menjadi mitra bisnis koperasi Makio Dale di Desa Ujung Baji. Koperasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan budidaya rumput laut sejak tahun 2002. Koperasi ini merupakan bentuk lain dari usaha swasta dalam industry rumput laut di bawah pimpinan Arman Arfah.  Keberadaan Kospermindo ini sangat membantu menghidupkan perekonomian warga desa. Kospermindo ini yang menampung dan membeli rumput laut warga sehingga rantai pasok bersiklus secara berkesinambungan. Berbeda dengan desa lain yang tidak memiliki Lembaga sejenis ini, aliran pasok terputus tanpa kehadiran rantai usaha swasta yang menjadi peminat tetap produk tersebut. Sehingga, rentan terjadi fluktuasi harga dan pengendapan pasokan akibat  tidak terjual. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

[bookmark: _Toc142155237]7.4. Dinamika hubungan Usaha swasta, Pemerintah desa dan KPUK

Pada dasarnya Pemerintah desa/daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda di pesisir. Setidaknya mereka harus menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung keberlangsungan usaha perempuan, memberikan akses ke sumber daya dan pelatihan, serta memfasilitasi kolaborasi antara kelompok perempuan dan usaha swasta. Demikian juga pihak swasta yang berkepentingan dalam memperluas praktik bisnis mereka agar berkelanjutan. Namun dalam kenyataanya dinamika relasi itu terpenggal oleh karena ketidak hadiran pihak swasta.
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[bookmark: _Toc142151526]Gambar 11 Dinamika hubungan antara pemerintah, swasta dan KPUK

Berbeda dengan Desa Laikang yang justru menjadi zona industry rumput laut. Kehadiran pihak swasta memberi dinamika yang berbeda bagi masyrakat disekitarnya. Industri rumput laut memberi multiplier efek baik dalam aspek ekonomi local, industry perikanan/rumput lautnya serta pariwisata. Hal ini tentu akan mempercepat pembangunan desa, membuka peluang kerja baru dan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir. 
Dalam relasi antara pihak swasta, pemerintah dan KPUK, tentunya kita tidak dapat memisahkan peranan pengepul/punggawa/juragan/papalele. Justru mereka inilah yang berperan sebagai intermediary dari rangkaian rantai pasar dan rantai pasok perikanan dan rumput laut. Papalele ini yang menghubungkan dan yang mengisi kekosongan ruang swasta yang tidak dapat berinvestasi di Kanaeng, Popo dan Ujung Baji. Papalele ini juga yang menghidupkan roda perekonomian kelompok nelayan. Sekalipun, dalam pembagian upah kerja, kelompok nelayan mendapat bagian yang paling kecil dengan resiko pekerjaan paling besar. 
Dalam komoditi telur ikan terbang, justru sebaliknya, tidak ada peran pemerintah disitu. Pemerintah tidak menjadi bagian dari siklus rantai pasok mereka. Nelayan terkoneksi langsung dengan para penghubungnya di tingkat pengepul besar ataupun langsung ke pengepul lokalnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam komoditi telur ikan terbang terjadi perputaran uang ratusan milyar di desa, tetapi karena tidak ada intervensi dari pihak pemerintah maka perputaran uang tersebut tidak menjadi bagian dari pendapatan desa. 
Menariknya lagi, ketiga peran tersebut ada pada satu orang di Desa Popo, yakni Sdr. Moh Safri seorang Kepala Desa baru yang juga merangkap sebagai pengusaha, pengepul ikan, nelayan sekaligus juga petani. Rangkap status dan pekerjaan tersebut di satu sisi menguntungkan karena wawasan dan pengalamannya yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan di wilayahnya. Namun, disisi lain dengan posisinya itu sangat rawan terjadinya konflik kepentingan. 
Terlepas dari dinamika tersebut, KPUK sebagai kelompok penerima manfaat, ibarat bayi yang masih menyusui, perlu asupan gizi, perawatan dan perhatian agar dapat tumbuh besar dan mandiri. Saat ini, kondisi KPUK secara eksistensi tetap ada, tetapi aktivitasnya tidak. Beberapa berjalan tetapi sesuai orderan (PO). Semua terhambat sebagai dampak dari adanya pilkades dan refocusing anggaran untuk pandemic Covid. Namun, kelompok pemuda dan perempuan di des aini sudah banyak mengalami perubahan. Dari cara berfikir yang lebih terbuka dan sikap yang lebih kritis dan mau bersuara. Seringnya mendapatkan pelatihan dan advokasi baik oleh pemerintah dan usaha swasta membuat mereka dapat tampil lebih kreatif dan percaya diri. Adapun sector usaha kelompok yang masih berjalan tapi tersendat diantaranya adalah; ikan kering dan kerupuk tulang ikan di Desa Popo. 
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Inklusivitas menjamin bahwa semua perempuan memiliki akses yang sama dan setara terhadap peluang ekonomi dan sumber daya, termasuk akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pasar kerja, dan pembiayaan. Hal ini berarti mengatasi segala hambatan atau diskriminasi yang mungkin menghalangi perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi. 
Kesetaraan dalam Akses; Di desa penelitian, kesetaraan akses sudah terlihat dalam pemberian kesempatan yang sama terhadap layanan Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan. Namun, inklusivitas belum sepenuhnya menjadi milik kaum perempuan. Berdasarkan hasil pengamatan, struktur budaya patriarki masih dominan mempengaruhi ruang diskusi public di desa dan diranah bekerja. Kehadiran perempuan masih sebatas partisipatif saja dan belum sepenuhnya dapat melakukan control dan akses, apalagi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Misal dalam Pendidikan, anak perempuan diberi akses hanya sampai lulus SLTP saja, atau dalam kelembagaan desa, perempuan diberi akses hanya sebagai pemenuh kuota saja, begitu juga dalam pengelolaan sumber daya, perempuan diberi akses hanya pada pekerjaan-pekerjaan murah. Meskipun demikian, dalam ekonomi rumah tangga, perempuan memiliki akses sepenuhnya dalam mengelola keuangan dan hasil usaha suaminya.
Penghapusan Ketimpangan Gender; Untuk menghilangkan streotipe gender di desa memerlukan waktu yang cukup lama. Karena di desa lekat dengan tradisi dan budaya patriarki yang sudah terbangun puluhan abad lamanya. Akan tetapi, setidaknya sudah ada perubahan terhadap norma-norma sosial yang merugikan kaum perempuan seperti; perempuan harus bekerja diwiilayah domestic. Konsep tersebut sudah mulai tidak digunakan lagi di desa ini karena sudah banyak perempuan yang menjadi pengusaha, menjadi juragan, bekerja disektor pemerintahan dan swasta dan lain-lain. Demikian juga terhadap ketimpangan kekuasaan dan ekonomi, di desa sudah mulai bisa menerima perempuan sebagai pemimpin atau ketua. Sebagaimana di Desa Ujung Baji yang menjadikan ketua Bumdesnya perempuan. 
Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Beragam; inklusivitas terhadap aspek ini belum terjadi sepenuhnya di desa. Hal ini dikarenakan  banyak kendala, mulai dari kendala modal, pemasaran, ketersediaan alat dan teknologi maupun pada kendala ‘willingness’ sumberdaya manusianya itu sendiri. Sekalipun demikian pemberdayaan ekonomi di desa sudah mengakomodir keragaman perbedaan latar belakang sosial, usia, etnis, kondisi fisik maupun mental. Hal ini diperlihatkan pada kelompok-kelompok perempuan yang anggotanya terdiri dari berbagai usia, mulai yang muda hingga lansia. 

[bookmark: _Toc142155239]HAMBATAN DAN TANTANGAN 

a) Adanya Norma dan Peran Gender yang Terkulturalisasi
b) Kurangnya PENGEMBANGAN kapasitas dan keterampilan
c) Kurangnya Penguatan dan Keterlibatan Komunitas
d) Kurangnya pendekatan berkelanjutan dan SINERGITAS dengan berbagai pihak terkait (Kurangnya dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan)
e) Keterbatasan Sumber daya, Akses & Modal 
f) Ketergantungan terhadap Sektor tertentu
g) Ketidak hadiran kelembagaan desa sebagai mitra kerja usaha

8.1. Tantangan Kemitraan pada komoditi perikanan tangkap:
a) Overfishing ikan yang terjadi oleh nelayan membuat nilai jual ikan menjadi rendah
b) Rantai terputus pada ketidak hadiran pihak swasta yang menjadi rantai demand produk di desa. Sehingga akses pasar tertumpu pada juragan pemasok.
c) Usaha pengembangan produk turunan laut sebagai alternatif pendapatan warga belum maksimal
d) Tidak ada Lembaga pengimbang atas penguasaan pasokan oleh papalele sehingga kesejahteraan hanya dinikmati kelompok tersebut.
e) Tidak ada areal yang dijadikan spot destinasi wisata yang dapat menjadikan pemasukan alternatif bagi ekonomi warga

8.1. Tantangan Kemitraan pada komoditi telur ikan terbang:
a) Pada komoditi telur ikan terbang tidak adanya intervensi pemerintah menyebabkan kekosongan kebijakan terhadap pemerataan pembagian kerja dan hasil alam yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, menyebabkan juga terjadinya fluktuasi harga, eksploitasi telur ikan & ikan terbang yang massif hingga over fishing. 
b) Skala pengembangan usaha telur ikan terbang sebagai alternatif pendapatan warga belum ada
c) Akses pasar yang langsung dari pemasok di desa ke eksportir sehingga harga ditentukan oleh eksportir
d) Dampak limbah benang telur ikan belum termanfaatkan
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A. Unsur Pemerintah: 
Best practice yang bisa diambil dari unsur pemerintahan adalah pemerintah tidak memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan dalam kondisi belum dimulainya usaha. Pemberian bantuan diberikan dengan memastikan kesiapan penerima manfaat baik dalam kelengkapan prosedur, persyaratan administrasinya maupun dalam konsistensi usaha yang dijalankannya. 

B. Komunitas Desa: 
Sektor Rumput Laut: Pengelolaan Berkelanjutan: Beberapa masyarakat pesisir telah mengadopsi praktik pengelolaan berkelanjutan untuk budidaya rumput laut. Mereka menerapkan rotasi penanaman, mengevaluasi kapasitas produksi area budidaya, dan melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan. Praktik ini membantu menjaga kesinambungan produksi rumput laut, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut, dan melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang. 
Dalam rantai pasar rumput laut, ketersediaan koperasi nelayan sebagai penampung rumput laut dan kewenanganya dalam menerbitkan resi Gudang menciptakan kepastian keberlangsungan komoditas rumput laut tetap stabil. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani rumput laut.
Pemberdayaan Nelayan dan Peran Perempuan: Best practice juga mencakup pemberdayaan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun Lembaga komunitas kepada n masyarakat nelayan dengan memberikan akses ke pelatihan keterampilan, pengetahuan teknis, pembiayaan untuk pengembangan usaha perikanan, teknik budidaya yang baik, dan penerapan kebijakan lingkungan yang benar merupakan best practice yang efektif untuk memastikan pengelolaan rumput laut maupun perikanan yang berkelanjutan. 
Beberapa komunitas pesisir juga telah berhasil melibatkan perempuan dalam seluruh rantai nilai rumput laut. Perempuan aktif dalam aktivitas budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk rumput laut. Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi telah memberikan dampak positif pada peran perempuan dalam sektor ini dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta keluarga
Kolaborasi dengan Institusi dan Pihak Swasta: Best practice di beberapa masyarakat pesisir adalah kolaborasi yang efektif dengan institusi pemerintah, Lembaga komunitas dan sektor swasta (cnt;Kospermindo). Kolaborasi ini membawa manfaat berlipat ganda, seperti akses terhadap pelatihan, pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Ini meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk rumput laut serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
Pengembangan Produk Bernilai Tambah: Beberapa komunitas pesisir berhasil mengembangkan produk bernilai tambah dari ikan dan rumput laut, seperti makanan olahan (krupuk ikan, abon), atau produk-produk kerajinan tangan (topi songko). Diversifikasi produk membantu meningkatkan nilai jual rumput laut maupun perikanan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat pesisir.
Diversifikasi Sumber Pendapatan: Beberapa masyarakat pesisir telah mengadopsi praktik diversifikasi sumber pendapatan dengan menggabungkan usaha perikanan dengan sektor pariwisata atau industri lainnya (seperti wisata pantai Desa Ujung Baji dengan restoran Kerang Nyicir). Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko ekonomi akibat fluktuasi tangkapan ikan dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi komunitas pesisir
Sertifikasi: Beberapa usaha kecil perempuan di komunitas pesisir telah mendapatkan sertifikasi untuk produk laut mereka (cth; PIRT bagi usaha ikan kering di Desa Popo). Sertifikasi ini membantu meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.
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